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PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Disnakertrans Provinsi NTB

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat terkait pada sektor ketenagakerjaan dan keteransmigrasian. Hal
ini sesuai dengan Peraturan Daerah NTB Nomor 11 Tahun 2016, tentang pembentukan dan
susunan perangkat daerah provinsi NTB. Dimana Disnakertrans NTB merupakan Dinas
Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. Dimana Kepala Dinas dibantu oleh
Sekretariat dan empat Bidang Teknis yaitu Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja,
Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja, bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial, dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, demi menjangkau
pelayanan kepada masyarakat secara langsung Bidang-bidang Teknis tersebut dibantu oleh
Unit Pelaksana Teknis mengingat luas daerah provinsi NTB dan tingginya kompleksitas
beban kinerja SKPD. Ada beberapa UPTD yang dibawahi oleh Disnakertrans NTB antara
lain UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri, LTSP, UPTD Balai Pengawas
Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok, dan UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3

Pulau Sumbawa.

Potensi pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB sangat tinggi tidak hanya
dilihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor formal tetapi juga pada sektor informal
seperti pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mengingat secara demografis
provinsi NTB terbagi menjadi pulau Lombok dan pulau sumbawa dimana masing-masing
wilayah memiliki potensi dan karakteristik tersendiri yang perlu didalami lebih jauh
mengenai kondisi ketenagakerjaannya. Akan tetapi, masih banyak permasalahan-
permasalahan yang perlu segera ditangani bukan saja masalah ketenagakerjan tetapi juga
ketransmigrasian. Dimana permasalahan-permaslahan tersebut juga sangat kompleks yang
terutamanya terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, kesempatan
kerja, pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antar wilayah, pemanfaatan sumber

daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
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1.2.  Tugas, fungsi dan struktur organisasi Disnakertrans Prov. NTB
1.2.1. Tugas
Adapun tugas dari masing-masing unit kerja di Disnakertrans Prov. NTB adalah sebagai

berikut:

. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan

administrasi yang meliputi penghimpunan dan penganalisaan data dalam rangka

penyusunan program/ kerja dan pelaporan, ketatausahaan, umum, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor.

» Sub Bagian Program

a.
b.

> @

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan;
memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;

. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
pelaporan;

menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT);

. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal

(SPM);
m.penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional dan Prosedur (SOP);

.pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan
untuk memperbaiki kualitas layanan;

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP);
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t.

u.

penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan

publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

. menyusun LPPD dan LKPJ;

menyusun profil ketenagakerjaan dan profil UPT Bina;

menyusun laporan pelaksanaan bulanan dan tahunan, laporan evaluasi RPJMD,
laporan Renja SKPD, laporan PPID dan laporan daftar informasi publik (DIP);
menyusun perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD);

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

» Sub Bagian Keuangan

a.
b.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan

keuangan;

. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa

pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran
belanja Dinas;

menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan

perbendaharaan;

. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak

lanjut;

. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

melaksanakan penatausahaan keuangan;

melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah;

melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

m.menyusun dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

.menyusun dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;

. menyusun administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;

menerima, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan daerah;
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p. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

» Sub Bagian Umum
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian ;
b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

a o

melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
melaksanakan administrasi kepegawaian;
melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

melaksanakan urusan rumah tangga;

o Q —H~ o

melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
I. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Il. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun menyediakan
informasi pasar kerja, melakukan penempatan dan perlindungan tenaga Kerja,
pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja asing
dan pengembangan / perluasan kesempatan kerja sistim padat karya, teknologi
tepatguna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal
» Seksi Informasi Pasar Kerja
a. melakukan bimbingan bura kerja on line (BKOL) ke Kab/kota;
b. melakukan analis jabatan;
c. melakukan kegiatan pamewran bursa kerja (Job fair);
d. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
» Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing
a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja

dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing;
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b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menyusun sistim pedoman pelayanan penempatan tenaga kerja;

d. membuat MOU peluang kerja dalam dan luar negeri (AKSUS, AKL, AKAD
dan AKAN);

e. melakukan penempatan tenaga kerja pada peluang kerja : Angkatan Kerja
Khusus (AKSUS / Disabilitas), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar
Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);

f. melakukan pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja (LPTKS
maupun PPTKIS);

g.melakukan  pelayanan  perpanjangan  izin  operasional  terhadap
(LPTKS/PPTKIS);

h. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang perlindungan tenaga
kerja;

i. melakukan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

J. melakukan perpanjangan izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

» Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan
Kerja;

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menyiapakan bahan dan materi pembinaan pengembangan dan perluasan
kesempatan kerja;

d. melakukan pembentukan dan pembinaan wirausaha baru;

e. mengembangkan usaha mandiri, sistim padat karya (padat karya produktif dan
padat karya infrastruktur, terapan teknologi tepat guna (TTG)

f. melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas perluasan
kesempatan kerja (bimbingan teknis pemandu wirausaha, pemandu lapangan
padat karya dan pemandu lapangan terapan TTG);

g. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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I11.Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun

perumusan kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan

kelembagaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja

» Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan

a.

e.
f.

g.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Instruktur dan
Kelembagaan;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyusun bahan pembinaan Instruktur, tenaga kepelatihan, kelembagaan
pelatihan, akreditasi dan sarana prasarana;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan Instruktur, tenaga kepelatihan,
kelembagaan pelatihan dan sarana prasarana;

melaksanakan pembinaan akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

> Seksi Pemagangan

a.
b.

a o

g.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemagangan;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyusun bahan pembinaan pemagangan tenaga kerja;

melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pemagangan tenaga kerja;
melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemagangan;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

» Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

a.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyusun bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi sertifikasi dan peningkatan
produktivitas tenaga kerja;

menyiapkan bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan
peningkatan produktivitas tenaga kerja;

Laporan PPID Tahun 2019



e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi,

sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

f.  menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

IV. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai

tugas penyusunan dan penetapan pedoman tentang kebijakan hubungan indutrial,

pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan

sosial, penyelesaian perselisihan serta pengembangan sarana hubungan industrial

(kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial).

» Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial

a.

g.
h.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan
dan Kerjasama Hubungan Industrial;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan syarat-syarat kerja,
perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan
Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit, LKS Tripartit,
Apindo, serta sosialisasi hubungan industrial, dan hubungan kerja;

. melaksanakan pembinaan dan penerapan syarat-syarat kerja di perusahaan,

serta ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (OUTSOURSING);
melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial di
perusahaan dan fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh;

melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan hubungan industrial
di perusahaan;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan.

»  Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja;

. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme penetapan upah

minimum dan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
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d. menyiapkan bahan rapat Dewan Pengupahan guna membahas upah minimum;

e. melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

f. melaksanakan sosialisasi: pengupahan, THR, Service Carge, serta Struktur dan
skala upah;

g. menyiapkan bahan pembinaan Jaminan Sosial (Kesehatan kerja, kecelakan
kerja, kematian, hari tua, dan pensiun);

h. melaksanakan  pembinaan dan pemberdayaan Dewan pengupahan
Kabupaten/Kota se NTB;

i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

» Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

b. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme pencegahan dan
penyelesaian perselihan hubungan industrial;

d. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pencegahan perselihan hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;

e. melaksanakan identifikasi dan menyusun peta potensi kerawanan hubungan
industrial;

f. melaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di perusahaan;

g. melaksanakan mediasi penyelesaian perselihan hubungan industrial;

h. melaksanakan koordinasi penyelesaian perselihan hubungan industrial terkait
persidangan kasus di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri
setempat;

i. melakukan koordinasi dan pemberdayaan konsiliator serta arbitrase hubungan
industrial, dan kordinasi dengan pihak kepolisian;

J. menyelesaikan aksi mogok kerja, unjuk rasa, demontrasi pekerja/buruh dan
lock out;

k. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
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V. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas perumusan

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian

pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta

pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan

» Seksi Norma Ketenagakerjaan

a.
b.

f.
g.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Norma Ketenagakerjaan;
memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan materi penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan
pemeriksaan norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga
kerja, norma penempatan dan pelatihan, norma kerja perempuan, norma kerja
anak;

menyiapkan rencana pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi
koordinasi pengawasan ketenagakerjaan dibidang norma kerja dan hubungan
kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja,, norma penempatan dan pelatihan,
norma kerja perempuan, norma kerja anak;

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan penerapan norma kerja dan
hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan,
norma kerja anak, norma pelatihan, dan norma penempatan;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

» Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;

memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan
sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

memeriksa serta menguji sarana kerja dibidang mekanik, pesawat uap dan
bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan

kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja;

. menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan pengujian

sarana keselamatan dan kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap

dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan
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g.
h.

kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan
SMK3;

melaksanakan pembinaan, pengendalian, penerapan norma keselamatan dan
kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan,
konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran,
kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan SMK3;
memproses perizinan kelaikan penggunaan sarana keselamatan dan kesehatan
kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi
bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan
lingkungan kerja;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

» Seksi Pemberdayaan Pengawasan dan Penegakan Hukum

a.

g.
h.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengawasan

dan Penegakan Hukum;

. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pengawasan
ketenagakerjaan, ketatalaksanaan dan mekanisme koordinasi penegakan
hukum ketenagakerjaan;

. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan norma ketenagakerjaan;

melaksanakan sosialisasi kebijakan, program dan strategi pemberdayaan
pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerja
dengan korwas, dan lembaga lain terkait;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang di perintah pimpinan.

VI. Bidang Ketransmigrasian

Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas Fasilitasi dan penyusunan rencana teknis,

koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, penyediaan areal, pembinaan permukiman,

perpindahan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi

»  Seksi Penyediaan Areal dan Pembinaan Permukiman Transmigrasi

a.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Areal dan

Pembinaan Permukiman Transmigrasi;
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h.

. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

. melakukan fasilitasi penyiapan bahan pencadangan areal permukiman

transmigrasi;

. melakukan fasilitasi identfikasi calon areal permukiman transmigrasi;

melaksanakan sosialisasi penyiapan areal dan pembinaan permukiman
transmigrasi;

melakukan fasilitasi pengurusan dokumen calon areal permukiman
transmigrasi;

fasilitasi pengukuran dan pembagian lahan pekarangan dan lahan usaha,
pengukuran dan pemasangan tanda batas UPT permukiman, tata batas dengan
kawasan hutan, pengurusan dan penerbitan SK HPL, sertifikat HPL dan
sertifikat hak milik transmigran;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

»  Seksi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi

a.

o o

o «Q -~ o

J-

K.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perpindahan dan

Penempatan Transmigrasi;

. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan sosialisasi program transmigrasi;

melaksanakan penjajakan calon lokasi penempatan transmigrasi;
melaksanakan penyuluhan Calon Transmigran;

melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;
melaksanakan kerjasama antar daerah bidang Ketransmigrasian;
melaksanakan penampungan dan Pelatihan Dasar Umum (PDU);
menyediakan perbekalan dan angkutan calon transmigran;
melakukan fasilitasi Siap Terima Penempatan (STP);

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

» Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

a.

menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;
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g.
h.

. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sosial budaya,
mental  spritual dan usaha ekonomi  masyarakat  transmigrasi
(IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS);

. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan;

melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sosial
budaya, mental spritual dan ekonomi;

melakukan penyediaan jaminan hidup transmigran, sarana produksi paket A (T
+ 1), fasilitasi bantuan saprotan;

menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

VII. UPTD BLKDLN NTB
UPTD BLKDLN NTB mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, rencana

program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi

dan pelaporan pada Balai Pelatihan Kerja.
» Sub Bagian Tata Usaha

a.

o

o o

o «Q -~ o

Menyusun  rencana program langkah-langkah operasional kegiatan
ketatausahaan.

Memproses surat masuk dan keluar dan mendokumentasikan.
Menyiapkan bahan konsep program dan koordinasi pelatihan kerja.
Menyiapkan bahan pengelolaan urusan tata usaha.

Menyiapkan bahan dan proses urusan kepegawaian.

Menyiapkan bahan dan proses perlengkapan kantor.

Menyiapkan bahan dan konsep inventarisasi dan pemeliharaan barang.
Menyiapkan bahan dan konsep administrasi keuangan DPA.
Memeriksa dan meneliti SPJ serta kelengkapannya.

Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas.

Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan BLK.

» Seksi Penyelenggara Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri

Menyiapkan rencana program kegiatan pelatihan kerja.

. Merencanakan uji kompetensi melalui sertifikasi.

Menyelenggarakan pengembangan program pelatihan kerja.
Menyusun kurikulum, silabus dan modul pelatihan kerja.
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o« oo

Melaksanakan rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan kerja.
Menyusun jadwal kegiatan pelatihan kerja.

Menyelenggarakan pelatihan kerja .

. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai aturan yang telah

ditetapkan.

» Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Kerja Dalam dan Luar Negeri

- ® o O

Penyusunan rencana/program pemantauan hasil pelatihan kerja.

. Penyusunan rencana koordinasi dengan dunia kerja untuk OJT dan

penempatan.

Penyusunan identifikasi tempat-tempat OJT.

Penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan program pelatihan kerja.
Penyusunan masalah hasil pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja.
Penyusunan data penempatan lulusan pelatihan kerja.

Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pelatihan kerja.

VIII. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok mempunyai tugas Menyusun bahan

kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi,

penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan Ketenagakerjaan

Pulau Lombok.

» Subbag Tata Usaha

a.

Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya
bahan perencanaan

Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian
Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data

perlengkapan

. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas,

surat dll

Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi
Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD
Pengawas Ketenagakerjaan dan K3

Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan

kebijakan

Laporan PPID Tahun 2019 13



h.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

»  Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

a.

f.

Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis

norma ketenagakerjaan dan penegakan hukum;

. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap

pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan
upah, perlindungan jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan,
tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan
waktu kerja dan waktu istirahat

Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga

kerjaan dalam upaya penegakan hukum;

. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan
bidang norma ketenagakerjaan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

» Seksi Pelayanan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan

kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja

. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja
berupa program kegiatan
Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja

. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja

Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja

Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian
dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja
Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja
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. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan

kerja,dan lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan
kebijakan di bidang K3

Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3.
Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3

Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang
K3

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan

IX. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa mempunyai fungsi Menyusun

bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring,

koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan

Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.

» Subbag Tata Usaha

a.

h.

Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya

bahan perencanaan

. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian

. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data

perlengkapan

. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas,

surat dll

Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi
Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD
Pengawas Ketenagakerjaan dan K3

Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan
kebijakan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

» Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan

a.

b.

Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis
norma ketenagakerjaan dan penegakan hukum;
Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap

pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan
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f.

upah, perlindungan jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan,
tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan
waktu kerja dan waktu istirahat

Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga

kerjaan dalam upaya penegakan hukum;

. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;
Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan
bidang norma ketenagakerjaan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

» Seksi Pelayanan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan

kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja

. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja
berupa program kegiatan

Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja

. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja

Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan
kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja

Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian
dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja
Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan
kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja

. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan

kerja,dan lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan

kebijakan di bidang K3

Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3.
Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3

Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang
K3
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I. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan

1.2.2.Fungsi

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan
pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

« perumusan Kkebijakan teknis, strategi, dan perencanaan strategis urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

% pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian;

% pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

<+ perumusan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
NTB dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala
UPTD;

« menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai,
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
karier; dan

« melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — perundangan yang berlaku.

b. Sekretariat

« membantu Kepala dinas dalam persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;

« membantu kepala dinas melakukan koordinasi dengan kepala bidang dan UPTD
dalam penyusunan penyusunan rumusan kebijakan, penyusunan program/ kerja,
pengendalian dan pengawasan.

« menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan

pelaporan;
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¢+ pengelolaan urusan keuangan;
+ pelaksanaan pembinaan administrasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian,
perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan
c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

% pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data informasi pasar kerja;

%

*

penempatan dan perlindungan tenaga kerja;

X/
°e

pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja;

X/
°e

pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;

R/

% pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri sistim padat karya,
teknologi tepat guna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal; dan
% pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penempatan
dan Perluasan Kerja.
d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
% pelaksanaan pembinaan pelatihan ketrampilan, peningkatan kompetensi dan
produktivitas tenaga kerja ;
% pembinaan standarisasi kompetensi dan akreditasi ;
%+ pembinaan uji kompetensi dan sertifikasi;
%+ pembinaan instruktur, tenaga kepelatihan dan Kelembagaan pelatihan;
% pembinaan Pemagangan tenaga kerja;
% pembinaan peningkatan sarana, prasarana dan peralatan dan pelatihan.
% pelaksanaan monitoring terhadap program dan kegiatan bidang Lattas.
e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
% perumusan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan
pembinaan syarat kerja dalam hubungan kerja, pengembangan kelembagaan dan
kerjasama hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja,
serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, fasilitas
kesejahteraan pekerja dan purna kerja ;
% pelaksanaan koordinasi dan pembinaan syarat-syarat kerja dalam hubungan
kerja dan pengembangan sarana hubungan industrial di perusahaan;
¢ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Dewan pengupahan dalam penetapan

upah minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7

S

pelaksanaan sosialisasi sistem pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja;

X/
L X4

pelaksanaan bimbingan teknis syarat-syarat kerja, tata cara pencegahan dan
penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
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R/
L X4

monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Hubungan

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

R/
L X4

perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan
pembinaan pengawasan dan pemeriksaan serta pengujian pelaksanaan norma
ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan
pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan

pelaksanaan koordinasi dan pembinaan norma kerja, norma keselamatan dan
kesehatan kerja di perusahaan;

pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan;

pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma
ketenagakerjaan dan norma K3; dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan

Pengawasan Ketenagakerjaan.

g. Bidang Ketransmigrasian

X/

S

R/
L X4

melakukan perumusan kebijakan Bidang ketransmigrasian ;

penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan
teknis, penyediaan areal, pembangunan permukiman dan pengembangan
kawasan;

penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi
perpindahan dan penempatan;

penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi
pengembangan kawasan transmigrasi; dan

penyelenggaraan  monitoring dan evaluasi program kerja  bidang

Ketransmigrasian.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :
1) Balai Latihan Kerja;

R/
L X4

Penyusunan kebijakan teknis program pelatihan kerja

Penyusunan rencana program dan kegiatan pelatihan kerja serta kerjasama
pelatihan.

Penyusunan penyelenggaraan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja.
Penyusunan  penyelenggaraan  program  pelatihan  kerja dan  uji
keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.

Penyusunan kurikulum silabus sesuai hasil TNA (Training Need Analysis).
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% Penyusunan fasilitasi pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat.
% Penyusunan pemantauan pengendalian evaluasi latihan kerja.
% Penyusunan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.
2) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok;
% Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan
pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan

pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3

X/
°e

Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian norma kerja dan K3 di perusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3
% Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum
ketenagakerjaan.
% Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan
Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3
% Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3,
serta pengujian dan pelatihan K3
3) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.
¢ Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan
pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan
pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3
¢ Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian norma kerja dan K3 diperusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3
< Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum
ketenagakerjaan.
¢+ Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja dan
Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3
% Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3,
serta pengujian dan pelatihan K3
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1.2.3.

Struktur Oraganisasi
KEPALA DINAS
Dra. T. WISMANINGSIH DRAJADIAH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196303281987032012 SEKRETARIS
Drs. MUSTA'IN. 5.5., MM
Pembina Tk. I [ IV,/b]
MIP. 196612311990031133
|
| | | | | |
1. Mediator SUBAG PROGRAM SUBAG KEUANGAN SUBAG UMUM
. Pengantar kerja SYAMSUL BAHRL, 5.505., MM YUN INDAH BUDIATI 5.50s. JAINUDDIN, 5.50s, M.M
. Perencana Penata Muda Tk I [ 111/b ] Penata TE.I [111/d] Pembina [IV/a]

- PSM NIF. 198006102008011020 MIP. "135606131385032001 MIP. 19630605 193312 1002

| 1 |

EID. PENEMPATAN DAN EID. PELATIHAN DAN EBID. PEMBINAAN HUBUNGAN BID. PEMBINAAN BIDANG
PRODUKETIVITAS TENAGA INODUSTRIAL DAN JAMINAN PENGAWASAN
PERLUASAN KERJA KERJA SOSIAL TENAGA KERKA KETENAGAKERJAAN SV AR
ABDUL HADIL S.Sos ra. HJ. RR. SRI RAHMATARI, M. NASIP, 5.Pd., M.Pd Ir. YUSMI ZUSTIA Drs. JAMALUDIN
Pembina ([ IV/a) Pembina Tl I (IV/B) Pembina Tk. [ 1Wb] Pembina Tk 1{1Wb] Pembina Tk 1] 1Wb]

NIP. 13965123 11356031138 MIP. 136601121330032003 MIP. 1363512311353021025 MIP. 136405131353032005 NIP. 136312311333031037

I ] | | |
SEKSIPEMEINAAR INSTRUKTUR SEKSIFERYEDIAAN AREAL

e s DN KELEMEAGAAN Sgl.ishll SKEETEETE&TEUEEESUBSATEEN KETSEE\:;SGIEE?FTJF',&AN (e PSR
: PERMUEIMAN TRANSMIGRAS]

LOWONG

Hj. SITIEMI, 5.50s
Penata Thk. I [111/d]
MIP. 19650514 1985032006

LALU DARMA, 5H., MH
Pembina [ IV/a)
MIP. 1965123 11986121020

H. MOH. 5AUD, 5H., MH
Pembina [ IV/a)
MIP. 19630102138611100:3

SUWITO, 5.50=
Penata Tk I [111/d]
MIP. 136407011335031011

SEKSIPEMEMPATAM TEMAGA

SEESI PENGUPAHAN DAN JAMINAN

SERSIKESELAMATAMN OAN

SEKSI PERFINDAHAMN DAM

MIP. 136T0S1713330:31015

MIP. 197603202011011003

SEKSI PEMAGANGAMN
IR0 PSSR MEIAER SOSIAL TENAGA KERJA KESEHATAN KERJA FEMEMPATAN TRANSMIGRAS]
KERJS ASIMNG
NASIRUDDIN, 5.50s IRWAN SASTRAWAN, 5T., MM _’LEUS SUDRAJAT. S So0s, M5
LOWONG LOWONG Penata Tk.I [ 111/d) Penata [ 11I/e] Pembina [IV/a]

MIP. 136410151356031016

SEKSIPERLUASAMN KESEMFATAR
KERJA

SEESIPEMEINAAN PELATIHAMN DAN
FRODUKTIVITAS TEMAGS KERJA

SEKSIPEMCEGAHAM DAR
FEMYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAM INDOUSTHRLAL

SEKSIPEMBERDAY &80
FPENGAWASAN DAN PENEGAK AN
HUKLM

SEKSI PEMBINS AR DAR
FEMGEMEAMGAN K& ASAR
TRAMSMIGRASI

_M_ ANANG YUSRAN, S_ Psi MM
Penata TE.I(111/d]
NIF. 133005112006041003

|_|Hi- MURA NUR ATRIANTI. 5.Pd

Penata Tk. I [(111/d ]

MIP. 136306131353032003

LALU SADLI BAHTIAR, SH
Penata Tk.I [ 111/d)
MIP. 1969123 11337031062

MOHAMMAD AKHWARN, ST., MM
Penata Tk.I [ 111/d)
MIP. 15377072 72010011015

M. TAUFIK, 5.Pd

Penata Tk I [ 111/d]
MNIP. 196412311355031135
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Hj. SRIUTAMI, 5.Pd

Penata Tk I (111,/d)
NIP.196712181991022002

SERSI PEMYELENGGARA LATIHAN KERJA

M. HAIRUSALEH, 5. 5T
Penata Tk, 1 (I11/d)
NIPF. 196912311954011011

SEESI PEMAMNTALAN OAN
EVALUASI LATIHAN EERJA

SUHAIMI, 5.50s
Penata Tk I (111,/d)
NIF. 196303171992031009
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GUSTI MADE TATWADIKA, 55T, MPS5p
Penata Tk. I (111/d)

MIP. 137 204041332031005

SERSI NORMA KERJA

Hj. NINA TRIANA, 5H, M.5i
Pembina [V /a)
NIP. 157308021%59032005

SERSIKESELAMATAN D&M KESEHATAN
KERJA

LALU MUSLIHIN D, SH
Penata Tk. I (111/d)
NIPF. 196412311985031143

22

UPTD KELOMPOK
JAFUNG
1. Instrultur
2. Pengawas Hetenagakerjaan
3. Penguji K3
4, Dokter
5. Analis Kesehatan
| | |
BALAI PENGAWASAN BALAI PENGAWASAN
BALAI LATIHAN KERJA NTB KETENAGAKERJAAN DAN K3 PULAU KETENAGAKERJAAN DAN K3
(BLK NTE) LOMBOK PULAL SUMBAWA
LALU WIJAMAN, SH., MH AHMAD YANI, 5.Pd
LOWONG Pembina TkI[IV/b) Pembina [IV/a]
MIP. 1963123139305 143 MIP. 1953031520050:004
I I I
SLIE BAGIAN TATA USAHA SLE BAGIAN TATA LSAHA SLIE BAGIAN TATA LISAHA

MASJIDAH, 5.AP

Penata [ 111/c)
NIP. 197001281994022001

SERSI NORMA KERJA

INDRA KURNIAWAN, SH

Penata [ 111/c]
MIP. 13540304 2010011015

SEESIKESELAMATAR DM
KESEHATARN KERJA

SUHIRNO, SH.

Penata Tk. I (111/d)
MIP. 19650504 1331035 1010




Untuk menunjang pelayanan kepada publik, Disnakertrans Prov. NTB menyediakan fasilitas
pelayanan sebagai berikut :
1. Pelayanan perlindungan dan penempatan CPMI di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)
2. Pelayanan Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan (Terakreditasi
KAN)
Pelayanan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
4. Layanan lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Layanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
didukung oleh 189 orang aparatur yang terdiri atas laki — laki 128 orang dan perempuan 61 orang.
Komposisi sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dapat
dilihat pada rincian berikut :

Tingkat Pendidikan

e S-3 : 1 orang
o S-2 : 18 orang
e S-1 : 101 orang
e D-IV : 1 orang
e D-III : 11 orang
e D-II : - orang
e D-I : - orang
e SLTA/ Sederajat ; 47 orang
e SLTP/ Sederajat : 9 orang
e SD/ Sederajat : 1 orang
Pendidikan Penjenjangan

e Diklatpim Il : 1 orang
e Diklatpim Il1 : 10 orang
e Diklatpim IV : 30 orang
e Belum Diklat PIM : 149 orang

Kepangkatan dan Golongan

e Pembina Utama Madya (1V/d) : 1 orang
e Pembina Utama Muda (1V/c) : 2 orang
e Pembina Tingkat | (IV/b) X 8 orang
e Pembina (1V/a) X 23 orang
e Penata Tingkat I (111/d) : 43 orang
e Penata(Ill/c) X 24 orang
e Penata Muda Tingkat I (111 /b)) X 22 orang
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e Penata Muda (I11/a) : 18 orang

e Pengatur Tingkat I (11/d) : 5 orang
e Pengatur (1l/c) : 25 orang
e Pengatur Muda Tingkat I (11/b) 6 orang
e Pengatur Muda (Il1/a) 5 orang
e JuruTingkatl(1/d) 1 orang
e Juru(l/c) 5 orang
e JuruMuda Tingkat I (1/b) 1 orang
e JuruMuda(l/a) - orang
Esselonisasi

e Esselonlla : 1 orang
e Esselonlll a : 10 orang
e EsselonlVa ; 29 orang
e Non eselon : 149 orang
Agama

e Islam . 164 orang
e Hindu : 21 orang
e Budha ; - orang
e Kristen Protestan : 2 orang
e Kristen Katholik : 2 orang
Jabatan Struktural dan Fungsional

e Struktural : 40 orang
e Fungsional : 45 orang
o Staff : 104 orang
Umur

e 20-30 : 3 orang
e 31-40 : 57 orang
e 41-50 : 56 orang
e 51-60 : 73 orang

1.3. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan
jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi
manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan
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lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan
Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan
(1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam
menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Sebagai implementasi Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Provinsi NTB mengerluarkan
Perda No. 10 tahun 2015 tentang pelayanan informasi public di pemerintahan daerah. Dengan
membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung
jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat
mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good
governance) sehingga selaras dengan Program Aksi Daerah Dalam Pemberantasan dan Pencegahan
Korupsi yang di canangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan tertuang dalam Pergub No. 35 tahun
2013 dan Pergub No. 36 Tahun 2014.

Laporan PPID Tahun 2019 25



BAB |1
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Visi dan Misi PPID Disnakertrans Provinsi NTB
Dalam memberikan pelayanan kepada publik, Disnakertrans Prov. NTB memiliki visi dan misi
sebagai berikut :
a. Visi
Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian di Provinsi NTB
b. Misi
Menyelenggarakan penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian secara terbuka dan bertanggungjawab

2.2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Disnakertrans Prov.
NTB meliputi:
1) Sarana Input dan Pengolah data di Komputer
Sarana prasarana dalam pengumpulan dan pengelolaan PPID Disnakertrans Prov. NTB
menggunakan sarana prasarana yang sudah ada di Disnakertrans Prov. NTB. Ruangan yang
digunakan sebagai sekretariat PPID adalah ruangan Subbag Program Disnakertrans Prov. NTB.
Pelaksanaan PPID di Disnakertrans Provinsi NTB tidak terlepas dari tanggung jawab dari sub
bagian program dan pelaporan. Sedangkan prasarana yang dimiliki adalah komputer PC,
laptop, printer masih menggunakan peralatan yang dimiliki oleh subbagian program
Disnakertrans Prov. NTB.
2) Jaringan Internet
Jaringan dan koneksi internet sudah ada sejak tahun 2014. Namun jaringan yang ada kurang
memadai untuk menangani beban tugas yang semakin hari terus membutuhkan koneksi
internet, kebutuhan koneksi internet sudah menjadi keharusan dalam mengelola informasi
publik. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan internet di Disnakertrans prov. NTB
antara lain menambah kapasitas server yang dimiliki oleh Disnakertrans.
3) Akses Informasi Publik
Dalam memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat, masyarakat dapat

mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mengunjungi website Disnakertrans Prov. NTB :
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disnakertrans.ntbprov.go.id. Selain itu untuk mendapatkan informasi dapat juga dengan

metode konvensional dengan mendatangi kantor Disnakertrans Prov. NTB secara langsung.

4)

Anggaran Pelayanan Informasi

Tahun 2019 PPID tidak memiliki anggaran secara khusus, namum dalam pelaksanaan

pengembangan kegiatannya menggunakan alokasi anggaran yang bersumber pada dana APBD

Disnakertrans Tahun 2019 yang peruntukkan bagi alokasi anggaran sub bagian program.

Anggaran yang dialokasikan diperuntukkan bagi admin Website.

2.3. Kalender Kegiatan Tahun 2019

NO. TANGGAL KEGIATAN URAIAN LEADING SEKTOR
1 12-Jan Bulan K3 Pencanangan Bulan K3 Bid. Pengawasan
Ketenagakerjaan
2 24-Jan Diskusi Penerapan PP NO. 45 [Penyelenggaraan Program Bid. Pembinaan Hubungan
THN 2015 Tentang Pensiun Industrial
Penyelenggaraan Program
Pensiun
3 21-Feb Peresmian LTSA Kabupaten Peningkatan Pelayanan bagi  [Bid. Penempatan dan
Bima Calon Pekerja Migran Perluasan Kesempatan Kerja
Indonesia di Kab. Bima dan
sekitarnya
4 25-Feb Mediasi Kasus PHK Penyelesaian Perselisihan Bid. Pembinaan Hubungan
hubungan industrial antara Industrial
pekerja dan pengusaha
5 28-Feb UPTD BLK NTB : Gelar Pelatihan Berbasis KompetensilUPTD BLK NTB
Pelatihan Kejuruan Listrik
6 06-Mar BLK NTB : Gelar Praktek Pelatihan Berbasis KompetensilUPTD BLK NTB
Kerja Kejuruan Teknis Las
SMAW 3G
7 18-Mar BLK NTB : PBK kejuruan Pelatihan Berbasis KompetensilUPTD BLK NTB
perhotelan dalam menghadapi
KEK Mandalika
8 21-Mar GUBERNUR NTB Pelatihan Berbasis KompetensiBid. Penempatan dan
RESMIKAN BLK LUAR Bagi CPMI Perluasan Kesempatan Kerja
NEGERI
9 21-Mar Penagawas Ketenagakerjaan : |Rakorda Pengawas Bid. Pengawasan
Perusahaan Tak Melapor Ketenagakerjaan Regional Ketenagakerjaan, UPTD
Secara Berkala, Langsung NTB Pengawas Ketenagakerjaan
Didenda P. Lombok dan P Sumbawa
10 21-Mar BLK NTB : Gelar Pelatihan  [Pelatihan Berbasis KompetensilUPTD BLK NTB
Perawatan dan Perbaikan
10.000 km Sepeda Motor
Injeksi
11 28-Mar Rakorda Penyusunan Rakor Perencanaan Program/ [Sekretariat
Program/Kegiatan Tahun 2019 Kegiatan Kab/Kota se- NTB
12 09-Apr Rakornas Pengawas Rakornas Pengawas Bid. Pengawasan
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan, UPTD
Pengawas Ketenagakerjaan
P. Lombok dan P Sumbawa
13 30-Apr Pameran Bursa Kerja (Job fair) Job Fair Bid. Penempatan dan
Digelar di Bima Perluasan Kesempatan Kerja
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NO. TANGGAL KEGIATAN URAIAN LEADING SEKTOR
14 01-Mei peringatan Hari Buruh Dialog Sosial Ketenagakerjaan Bid. Pembinaan Hubungan
antara opekerja dan pengusaha [Industrial
15 08-Mei Rlilis BPS : TPT NTB sebesar Data Kondisi Ketenagakerjaan [Sekretariat
3,27 persen Kondisi Feb.2019
16 09-Mei Menaker : THR Paling Lambat [Surat Edaran Kemnaker Bid. Pembinaan Hubungan
H-7 Lebaran Industrial
17 14-Mei Penyidik Pengawasan Pengawasan Ketenagakerjaan [UPTD Pengawas
Ketenagakerjaan Dan K3 Dan K3 Ketenagakerjaan P. Sumbawa
Tinjau Proyek Infrastruktur di
P. Sumbawa
18 11-Jun GUBERNUR-WAKIL Halal Bihalal Disnakertrans Prov. NTB
GUBERNUR GELAR
HALAL BI HALAL
DENGAN SELURUH ASN
PEMPROV NTB
19 17-Jun Gubernur NTB : Membuka Pelatihan Berbasis KompetensiBid. Penempatan dan
Pelatihan Calon Pekerja Bagi CPMI Perluasan Kesempatan Kerja
Migran Indonesia di BLKLN
NTB
20 25-Jun Seleksi Pelatihan Berbasis Seleksi Pelatihan Berbasis BLK NTB
Kompetensi di BLK NTB Kompetensi
21 28-Jun Pameran Bursa Kerja Job Fair Bid. Penempatan dan
Disnakertrans Prov. NTB Perluasan Kesempatan Kerja
22 02-Jul Penjabat Sekretaris Daerah Apel Pagi Disnakertrans Prov. NTB
Provinsi NTB Pimpin Apel
Pagi Di Disnakertrans
23 19-Jul Kujungan Bu Wagub di BLK  |[Kunjungan Kerja BLK NTB
NTB
24 24-Jul Pengukuran Indeks Kunjungan Tim Kemnakaer Rl Sekretariat
Pembangunan Ketenagakerjaan
(IPK) Tahun 2019
25 14-Agu Perencanaan dan Rakornas Sekretariat
Pengembangan
Ketenagakerjaan Tingkat Pusat
dan Daerah
26 15-Agu Transmigran Asal NTB Raih  |Penghargaan Transmigran Bid. Transmigrasi
Penghargaan Transmigran Teladan Nasional
[Teladan Nasional
27 17-Agu Upacara Peringatan Upacara Peringatan Disnakertrans
Kemerdekaan RI Kemerdekaan RI
28 20-Agu Rakor Bidang . Penempatan ~ |Rakornas Bid. Penempatan dan
dan Perluasan Kesempatan Perluasan Kesempatan Kerja
Kerja
29 08-Sep Stop Pekerja Anak, 800 Anak [Kegiatan PPA-PKH UPTD Pengawas
Di NTB Mendapatkan Bantuan Ketenagakerjaan P. Lombok
Program PPA-PKH dan P. Sumbawa
30 16-Sep Dialog Sosial Antar Dialog ketenagakerjaan Bid. Pembinaan Hubungan
Pekerja/Buruh Dan Serikat Industrial
Pekerja/ Buruh
31 18-Sep Sosialisasi Perekrutan Tenaga [Lowongan Kerja Laur Negeri [Bid. Penempatan dan
Perawat Ke Luar Negeri Perluasan Kesempatan Kerja
32 24-Sep BLK Lotim Gelar KKIN VIl |Rakornas BLK NTB
Regional X1l Wilayah NTB
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NO. TANGGAL KEGIATAN URAIAN LEADING SEKTOR
33 24-Sep Menaker: PKB Ciptakan Rakornas Bid. Pembinaan Hubungan
Kenyamanan dan Kebahagiaan Industrial
Dalam Bekerja
34 25-Sep BLK NTB : Gelar Job Fair & Job Fair Bid. Penempatan dan
Expo 2019, Diserbu Pencari Perluasan Kesempatan Kerja
Kerja
35 09-Okt Rakorda Bid. Penempatan dan [Rakorda Bid. Penempatan dan [Bid. Penempatan dan
perluasan kesempatan kerja  perluasan kesempatan kerja  |Perluasan Kesempatan Kerja
36 15-Okt Indeks Pembangunan Penghargaan Indeks Sekretariat
Ketenagakerjaan (IPK) 2019 : [Pembangunan
NTB Raih Penghargaan Ketenagakerjaan (IPK) 2019
Kategori Akselerasi Indeks
Terbaik
37 30-Okt Penempatan Transmigran Asal Penempatan transmigran Bid. Transmigrasi
NTB Diberangkatkan Ke UPT.
Raimuna Sulawesi Tenggara
10 KK
38 05-Nov Rilis BPS Prov. NTB : Pres rilis kondidsi Sekretariat
Sebanyak 84 Ribu Orang NTB ketenagakerjaan kondisi
Pengangguran Agustus 2019
39 06-Nov Rilis UMP 2020 Rp.2,183 Juta Pres rilis UMP Tahun 2020  [Bid. Pembinaan Hubungan
Industrial
40 20-Nov Seleksi Magang Jepang Tahun [Sebanyak 178 Anak Muda Bid. Pelatihan dan
2019 NTB Ikut Seleksi Magang Produktivitas Tenaga Kerja
Jepang Tahun 2019
41 12-Des Upacara Hari Bhakti Upacara Hari Bhakti Disnakertrans
Transmigrasi Ke-69 Transmigrasi Ke-69
42 17-Des Upacara HUT NTB Upacara HUT NTB Disnakertrans

2.4. Perkembangan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 sebanyak 6.638 orang meminta pelayanan informasi. Permintaan informasi

melalui website sebanyak 6.337 orang, melalui media social (facebook) sebanyak 129 orang dan

langsung dating ke kantor Disnakertrans Prov. NTB sebanyak 172 orang.

Tabel 2.1

Perkembangan Pelayanan Informasi Publik tahun 2019

Cara Akses Cara Mendapatkan Informasi Pemberian Informasi
N Jenis Jumlah Media Desk PAIaSIalll
0. Informasi Pengakses . ; 0-15 16-30 >30 Sepen | Seba | Ditola | Fenolaxa
Website Sosial Layan - - . : n
Menit Menit Menit uhnya | gain k
(Facebook) an
1 Laporan
Tahunan 2 2 2 2
Profil
2 ;fte”agake”a 524 524 524 524
Profil
3 Ketransmigrasi )
an
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No.

Jenis
Informasi

Jumlah
Pengakses

Cara Akses

Cara Mendapatkan Informasi

Pemberian Informasi

Website

Media
Sosial
(Facebook)

Desk
Layan
an

0-15
Menit

16-30
Menit

>30
Menit

Sepen
uhnya

Seba
gain

Ditola
k

Alasan
Penolaka
n

Perencanaan
Tenaga Kerja
Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara
Barat (2018-
2023)

11

11

11

Renstra
Disnaknertrans
2019-2023

Upah
Minimum
Provinsi/
Kabupten/
Kota

5.818

5.810

5.818

5.818

Alur
Pemgangan
Luar Negeri
(magang
Jepang)

33

31

33

33

Alur
Penyelesaian
Kasus
Perselisihan
Hubungan
Industrial

84

26

58

84

84

Alur Wajib
Lapor
Ketenagakerja
an bagi
perusahaan

80

21

59

80

80

10

Alur Pengujian
Kesehatan dan
Keselamatan
Kerja bagi
perusahaan

26

26

26

26

11

Alur Izin
memperkerjak
an Tenaga
Kerja Asing
(IMTA)

12

Alur
pelayanan
Layanan
Terpadu Satu
Pintu (LTSP)

51

51

51

51

13

Alur Seleksi
dan

penempatan
transmigran

Jumlah

6.638

6.337

129

172

6.638

6.638
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BAB IlI
PERMASALAHAN

Selama tahun 2019, belum ada complain terkait dengan data yang disajikan oleh Tim PPID
Disnakertrans Prov. NTB. Namun, terdapat kendala mengelola PPID tahun 2019 adalah :
1. Permasalahan dari Tim PPID terhadap keterbukaan informasi publik dan penggunaan serta
pemanfaatan media sosial secara baik dan benar masih belum optimal.
2. Disnakertrans Provinsi NTB Belum tersedia tenaga khusus yang bertugas mengelola PPID,
dimana saat ini masih dikelola oleh Tim PPID yang terdiri dari beberapa pejabat struktural dan

staf.
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BAB IV
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Perlu adanya sosialisasi dari Komisi Informasi untuk mengoptimalkan pemahaman dari Tim
PPID terhadap keterbukaan informasi publik dan penggunaan serta pemanfaatan media sosial
secara baik dan benar. Disamping itu juga perlu dilakukan pelatihan-peatihan terkait teknologi
informasi untuk lebih meningkatkan kompetensi/skill petugas pengelola informasi.

Untuk meningkatkan kinerja Tim PPID dengan belum adanya tenaga khusus pengelola

PPID, maka diupayakan untuk memberikan reward kepada Tim PPID.
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BAB V
PENUTUP

Pelayanan publik di Disnakertrans Prov. NTB telah dilaksanakan secara maksimal,
walaupun secara teknis dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Permasalahan yang dihadapi
terus diupayakan untuk penyelesaiannya.

Semoga laporan PPID Disnakertrans Prov. NTB tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan kami

sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.
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